PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1957
TENTANG
PENETAPAN UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 14 TAHUN 1955
(LEMBARAN-NEGARA NO. 42 TAHUN 1955) TENTANG PENUNJUKAN
BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN VAKSIN DARI PDA LEMBAGA PASTEUR
DI BANDUNG MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE
BEDRIJVEN WET" (STAATSBLAD 1927 NO. 419)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara
Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang
Darurat Nomor 14 tahun 1955 tentang penunjukan Badan Pembikinan
Sera dan Vaksin dari pada Lembaga Pasteur di Bandung menjadi
Perusahaan Negara dalam arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad

1927 Nomor 419):

b. bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang
Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : Pasal 89 dan Pasa 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik

Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 14 TAHUN 1955
TENTANG PENUNJUKAN BAGIAN PEMBIKINAN SERA DAN
VAKSIN DARIPADA LEMBAGA PASTEUR DI BANDUNG
MENJADI PERUSAHAAN NEGARA DALAM ARTI "INDISCHE
BEDRIJVEN WET" (STAATSBLAD 1927 NOMOR 419) SEBAGAI
UNDANG-UNDANG.

Pasal |

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat
Nomor 14 tahun 1955 tentang penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan
Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung menjadi Perusahaan
Negara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1937 Nomor 419)
ditetapkan sebagal undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di
Bandung ditunjuk menjadi Perusahaan Negara dalam arti Pasal 2

"Indische Bedrijvenwet".

Pasal 2

Neraca pembukaan pada 1 Januari 1955 dari Bagian Pembikinan Sera
dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung ditetapkan sesuai
dengan daftar yang dilekatkan pada Undang-undang Darurat ini.

Pasal 3...
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Pasal 3

Bunga yang harus dibayar untuk modal seperti termaksud dalan Pasal 4
di bawah | e a "Indische Bedrijvenwet" dan yang disebut dalam neraca
pembukaan tersebut dalam pasal sebelumnya dan neraca-neraca pada
tahun-tahun berikutnya akan ditetapkan berdasar atas neraca pembukaan

itu, ditetapkan untuk sementara waktu sebesar 2% setahun.

Pasal 4

(1) Perhitungan dari jumlah-penyusutan atas milik-milik Perusahaan
negara Sera dan Vaksin Pasteur Bandung dilakukan, kecuali dalam
hal usaha-usaha besar yang tidak diduga mengenai aktiva, berdasar
atas persentase penyusutan rata-rata untuk tiap-tiap golongan, dalam
mana aktiva-aktiva tersebut menurut wataknya masing-masing

dimasukkan.

(2) Untuk tiap-tiap golongan persentase penyusutan rata-rata itu
ditetapkan menurut harga-perusahaan dan jangka waktu pemakaian

yang ditaksir dari tiap-tiap obyek.

Pasal 5

Untuk tahun 1955 sampa dengan 1959 aktiva-aktiva terdiri atas
golongan-golongan seperti tersebut di bawah ini dan  persentase

penyusutan ditetapkan sebagai berikut:

1.  Gedung-gedung ........cccceeeervenee. 2%
2. MesSiN-mesin .....ccccovvreeniennns 10%
3. Perkakas-perkakas (instrumenten) ...... 7%

4. |Inventaris...



